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" menetapkan Peraturan Bupati

BUPATI KUDUS,

a dengan adanya perkembangan yang menyebabk jadin
enambahaf) anggaran program dan kegiatan yagg bersuymber daanri trt:r?:fi'r K:
gaerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka sesuai
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang
pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2009 perlu dilakukan peru

perubahan atas Peraturan Bupati Kudus
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
paerah Kabupaten Kudus Tahun

Anggaran 2009 dengan persetujuan
pimpinan DPRD Kabupaten Kudus; gan persety)

pahwa perdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

~ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

~ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

)

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048)

[l

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)

E]

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);




dang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendah

ng” Republik | i
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T iem;;;n Negara Republik Indonesia Nomor 43552)904 Nomor 5, Tambahan
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Undang nan Nasional (Lembaran Negara Rent?)?g Slstem. Perencanaan
9 pert®%) Tambahan Lemb publik Indonesia Tahun 2004
ﬂomor 104, Tam aran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
Nomor 32 Tahun 200 .
ng-undand . 12004 tentang Pem
10'Un,:baran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomoifl?tzasha% D;erah
(Le paran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) , amoanan

_ _ sebagaimana telah di
ng‘erapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun ZOO?Shtg:?t:ih
beb” Shan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

perU™ \ahan Daerah (Lembaran N i
merinta egara Republik Indonesia Tah
omor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor48u4n4)-2008

ng.Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan K
a pewéenntqh 1I_Duhsat 5884 Pemerintahan Daerah (Lemgbaranemgaarg
plik Indonesia Tahun Nomor 126, Tambah
gzgﬂbnklndonesia Nomor 4438) ahan Lembaran Negara
pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 t
peratura ' entang Kedudukan Keuangan
12 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Repugblik

onesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lemb '
:?,gonesia Nomor 4028), aran Negara Republik

3}::eraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran

Negard Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15, Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
rentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2007 |
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

19 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
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poiwt 19 Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4693),

003 tentang Pedoman Pelaksanaan
erintah, sebagaimana telah diubah
elaturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
'engadaan Rarang /Jasa Instansi Pemerintah,
.7 peraturan Menten Dalam Neger Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
d pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Mentetl Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

peiatuian Manteri Dalam Negeri Nomor 13 T ahun 2006 tentang Pedoman
pengelalaan Keuangan Daerah.

o waputusai Presiden Nomaor 80 fahun 2
" pengadaan Barang /Jasa Inslm}m Pen
hahaidapd kall terakhir dengan P
jentany Perubahan Ketujuh Atas
entany Hedoman Pelaksanaan |

Ji Peratutan Menten Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2004,

24 Peratuian Menterl Keuangan Nomor 42/PMK 07/2009 tentang Penetgpaq
\ Alokasi dan Pedoman Umum Penggunaan Dana Penguatan Desentralisasi
iskal dan Percepatan Pembangunan Daerah Tahun 2009;

30 Peraturan Gubsrnur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 20‘09 tentang Dana Bagi
' Hasll Gukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan
Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2009

31 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-
L Pokok Pangelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Fahun 2007 Nomor 3),

32 Paraturan Dasrah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten »Kudus Tahun Anggaran 2009
(Lembaran Daarah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 1)
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MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PERUBAHA I

JRA N KEDUA ATAS PE

pERﬂ “KUDUS NOMORE4 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN Aﬁééﬁﬁﬁﬁ
A pATAN DAN BELANJA' DAERAH KABUPATEN ~ KUDUS TAHUN

pEN GARAN 2009

N
A Pasal |

pasal 1 dan besaran anggaran pada kode reken i '
tef‘t”?: dalam Lampiran | Peraturan Bupati Kudus Nomor 4k?;‘ﬂgn Z%%%gfe’m:?; ‘
tefC?nbara n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Pe”’aaran 2009 ( Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 4) diubah
A ekt
5

Ke

Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 terdiri atas:
| Ppendapatan Daerah :

o Pendapatan Asli Daerah Rp  71.404.840.000,00
b. Dana Perimbangan Rp. 618.648.492.000,00
c. Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah Rp. 176.297.636.000,00
Jumlah Pendapatan Rp. 866.350.968.000,00
2 Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp. 435.611.688.000,00
2) Belanja Bunga Rp.  111.539.000,00
3) Belanja Subsidi Rp.  2.000.000.000,00
4) Belanja Hibah Rp. 19.805.915.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp. 24.912.950.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp. 2.153.726.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan ~ Rp. 20.081.950.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp. 1.300.000.000,00

Rp. 505.977.768.000,00
b. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawal Rp. 27.642.434.000,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp. 138.852.570.000,00
3) Belanja Modal Rp. 272.136.661.000,00
Rp._438.631.665.000,00
Jumlah Belanja Rp. 944.609.433.000,00

Surplus / (Defisit) Rp. (78.258.465.000,00)
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Jumlah Pembiayaan Nettq RD. 78,256 485 g i ;
bih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp.
gisd .
aran pada kode rekening sehg aiman ;
gest® n?:iggn I divbah sebagai eyt "2 ETCaNtUM dalay Lampiran
2 | dah L8

b.

) Belanja Daerah, kelompok belanja jan
2

Lampiran '

dapatan Daerah, kelompok Lain-lain Pengq atan D
) g:ga pjenis Dana - Penyesuaian gan oy Docrah Ya

Otonomi Kh ng Sah
mi
65.182.860..000,00 bertambah sebesar Usus  semylg

' jadi Rp. 43894 615
sehingga menjadi sebesar Rp. 109.077.475.000,0¢, 5.000,00

gsung jenis belanjq

) Belanja Pegawal semula Rp. 27 633 g54 g bertamban

Rp. 8.610.000,00 menjadi sebesa
p) Belanja Barang dan Jasa semula Ry, 138 704,510 0 g bertampah

sebesar Rp. 147.960.000,00 : i)

Rp. 138.852.570.000,00. |
¢) Belanja Modal semula Rp. 228 3

: 98.616.000,00 bertambah sebesar
Rp. 43.738.045.000,00 menjadi se

besar Rp. 272.136.661.000,00.

Lampiran Il A
Kode rekening  1.20.1.20.05.00.00.43.4.01 o1 semula  Rp. 0,00

L bertambah  sebesar  Rp. " 3g 959 774 500 o menjadi
Rp. 38.251.774.000,00;

Kode ~ rekening — 1201200500004340201  semys
2 Rp. 65.182.860.000,00  bertambah sebesa

" Rp. 5:642.841.000,00 |
menjadi Rp. 70.825.701.000,00; |

Kode  Tekening  1.0210201.16.095231901  semya |
? R; 7.278.671.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.834.091.000,00 menjadi
sebesar Rp. 9.112.762.000,00:

4) Kode rekening 1.02.1.02.01.16.09.5.2.3.26.01 semula

Rp. 3.250.700.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.433.750.000,00 menjadi
sebesar Rp. 4.648.450.000,00;

5) Kode rekening 1.03.1.03.01.30.02.5.2.3.21.01

semula
Rp. 5.160.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 1.100.000.000,00 men

Sebesar -
r Rp. 27.642.434.000,00. !

jadi |
sebesar Rp. 6.260.000.000,00;

' 3.22.04 semula
rekening 1.03.1.03.01.30.02.5.2 ula
. E;di 750.000.000,00 bertambah sebesar Rp. 3.200.000.000,00 menjadi
sebesar Rp. 7.950.000.000,00;
7) Kode rekening 1A06.1.20.03‘16.06.5.2.2.11.0_2 semula Rp. 15.400.000,0Q
) bertambah sebesar Rp. 9.240.000,00 menjadi sebesar Rp. 24.640.000,00:
8) Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.2.15.01 semula Rp. O,QO bertambah
sebesar Rp. 3.100.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.100.000,00:
9) Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.2.15.02 semula Rp 32.370.000
bertambah  sebesar Rp.  24.280.000,00  menjadi
Rp. 56.650.000,00;

10)Kode rekening 1.06.1.20.03.16.06.5.2.3.11.04 semula Rp. 0,0Q bertambah
sebesar Rp. 3.257.000,00 menjadi sebesar Rp. . 3.257.000,00;

' 6.01 semula Rp. 0,00 bertambah
kenin 1.06.1.20.03.16.06:5.2.3.1 :
11)5:8:;; Rp. E?.OO0.000,00 menjadi sebesar Rp. 6.000.000,00:

sebesar
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01.01 semula Ry 1.3 ]
5 R i p. 1.380.000,00
12)bgdambah sebesar Rp. 5.010.000,00 menjadi sebesar Rp 6 390.000,00,

.01.02 semula Rp. 0,00 bertambah

ode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2 1

13) obesar Rp. 3.600.000,00 menjadi sebesar Rp. 3.600.000,00.
fwde rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2 2

14)
b

ertambah sebesar Rp. 925.000,00 menj

d
151K RPp. 2.500.000,00:
)Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.52.2 06
16

p. 150.000,00;
7)K0de rekening 2.06.2.06.01.18.1152.2
1

pertambah sebesar Rp. 1.125.000,00 me
g)Kode rekening 2.06.2.06.01.18.1152.2
1

2.11.02 semula Rp. 500.000,00
bertambah sebesar Rp. 520.000,00 menjadi sebesar Rp. 1.020.000,00;

11.5.2.2.15.01 semula Rp. 0,00 bertambah
gebesar Rp. 1.345.000,00 menjadi

19)Kode rekening 2.06.2.06.01.18 11

sebesar Rp. 1.345.000,00;
,0)Kode rekening 2.06.2.06.0118.116.2.2.21.02 se

pertambah _sebesar  Rp. 6165400000  menjadi
Rp. 67.753.000,00;

1)Kode rekening 2.06.2.06.0118 11 572
2 pertambah sebesar Rp 43121.000,00  menjadi
Rp. 48.121.000,00;

22)Kode rekening 2.06.2.06.01.18.11.5 2 3 26.01 semul
‘pertambah  sebesar  Rp. 2200 173.000,00 menjadi
Rp. 2.707.473.000,00;

rubahan Lampiran | dan Lampiran |l seba
| Eﬁruf a dan huruf b sebagaiman
peraturan Bupati ini

Pasal ||
peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang 1

4engan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

NO Jabatan Par['af
1. | sekretaris | Ditetapkan di S

Daeran | pada tanggal/30 Juni 200¢
17
e | |
MEZERY ~

.Oj 01 semula Rp. 659.000,00
g adi sebesar Rp. 1.584.000,00;
rekening 2.06.2.06.01.18.11.5.2.2.03.04 semula Rp. 0,00 bert y
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S

: 01 semula Rp. 0,00 bertambaf
sebesar Rp. 150.000,00 menjadi sebesar R P ertamban

mula Rp. 6.099.000,00

221,03 semula Rp. 5.000.000,00

a Rp. 498.300.000,00

gaimana dimaksud pada angka 2
a tercantum dalam Lampiran | dan Lampiran |

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati |

' 4. | Lainnya {
gkan di Kudus, \

99 JTu11 2001
TARSPAERAH KABUPATEN KUDUS,

BADRI HUTOMO

DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2009 NOMOR

T

06.02 semula Rp. 500.000,00
njadi sebesar Rp. 1.625.000,00;

|
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- polna g sl P
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T |anja Laﬂgﬁuf‘g 438,631,665,000.00
| [Belanja Pegawa 27,642,434,000.00
1 s g con 138,852,570,000.00
i 272,136,661,000.00
" |umlah Belanja 944,609,433,000.00
Surplus/ (Defisit) (78,258,465,000.00)
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78,258,465,000.00 }

— 30,]73,465,000.00
80,773,465,600.55

80,773,465,000.00

2,515,000,000.00

2,400,000,000.00
115,000,000.00

2,515,000,000.00

78,258,465,000.00

Digitally signed by
Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kudus
Date: 2019.10.28
14:00:54 +07'00'
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